DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Ali Achmad, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicial pruedence)
Termasuk Undang-Undang (Legisprudence), Kencana Prenada Media Grup,
Jakarta, 2010.
Adjie Habib, Hukum Notaris di Indonesia — Tafsira Tematik terhadap Undang-Undang
Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, PT. Refika Aditama, Bandung
,2008.
Anshori Abdul Ghofuri, Lembaga Kenotariatan Indonesia, Ull Press, Y ogyakarta, 2009.
Arikunto Suharmisi Arikunto,Prosedur Penelitian, cetakan kedelapan, PT. Rineka Cipta,
Jakarta, 1992.

Ashiddique Jimly, Perihal Undang-Undang, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
Bambang S, A. Setiady, G. Kartasapoetra, A.G. Kartasapoetra, Koperasi Indonesia yang
Berlandaskan Pancasiladan UUD 1945, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.

Fauziah, Suhardi, dan Taufik Makarao, Hukum Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
di Indonesiai,PT. Akademia, Jakarta Barat, 2012.

Hadhikusuma R.T. Sutantya Rahardja, Hukum Koperasi Indonesia, PT. Raja Grafindo, 2000.

Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara,
Beberapa pengertian dasar hukum tata usaha negara, Buku |, Pustaka Sinar
Harapan, Jakarta.

Kie Tan Thon, Sudi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve,
Jakarta, 2013.

Leny Helenadan Freddy Harris, Notaris Indonesia, PT. Lintas Cetak Djaja, 2017.
Mamudji Sri, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Cet.1, Badan Penerbit
Fakultas Hukum Universitas Indonesia,Jakarta, 2005.
Meleong Lexy J, Metedologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993.



Nadia Maulisa Benemay, Andjar Pachta, Myra Rosana Bachtiar, Hukum Koperasi Indonesia :
Pemahaman, Regulasi, Pendiri, dan Modal Usaha, Fakultas Hukum Universitas
Indonesia, Jakarta, 2005.
Nadia Maulisa Benemy, Andjar Pachta W, Myra Rosana Bahctiar, Hukum Koperasi Indonesia,
Kencana, Jakarta, 2012.

Nico, Tanggung Jawab Notaris Selaku Pegjabat Umum, Center for Documentation and Studies
of Business Law (CDSBL), 2003.

Ranggawidjgja H. Rosidi, Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia, CV Mandar
Maju, Bandung, 1998.

Soekanto Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Ul Press, Jakarta,1986.

Soekanto Soejono, Beberapa Permasalahn Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di
Indonesia  (suatu tinjauan secara  sosiologis), cetakan  keempat,
Universitasindonesia, Jakarta, 1999.

Soekanto Sogjono (b), Pengantar Penelitian hukum, cetakan ketiga, Jakarta, Universitas
Indonesia, Ul-Press, 2010.

Sulaiman King Faisal, Teori Peraturan Perundang-undangan dan Aspek Pengujiannya, Thafa
Media, Y ogyakarta, 2017.

Tobing Lumban, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta, 1992.

Tobing GHS Lukman, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta, 1999.

Trijono, Rachmat, Dasae-dasar |Imu Pengetahuan Perundang-undangan, Papas Sinar Sinanti,
Jakarta, 2013.
Untung Budi, Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia, ANDI, Jakarta, 2005.
Waluyo Bambang, Penelitian Hukum dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 1999.
W. J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Balai Pustaka, 2006.
Y uliandri, Asas-asas Pembentukan Perundang-undangan Yang Baik; Gagasan Pembentukan
Undang-uandang berkelanjutan, Rgjawali Pers, Jakarta, 2010.
Y.W. Sunindhia dan Ninik Widayanti, Koperasi dan perekonomian Indonesia, Cet. 4, Jakarta,
PT. Rineka Ciptadan PT. Bina Adiaksara, 2003.



B. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Notaris Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Peraturan Menteri Negara Republik Indonesia dan Usaha Kecil Menengah Republik
Indonesia Nomor: 01/Per/M.KUKM/1/2006 tentang Petunjuk Pelaksana
Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar
Koperasi.

Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia
Nomor : 98/Kep/M.KUM/IX/2004 tentang Notaris sebagai Pembuat Akta

Koperasi.

Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-X1/2013.

Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia di Banten padatanggal 30 Mel 2015.

Anggaran Dasar lkatn Notaris Indonesia hasil Kongres Luar Biasa lkatan Notaris
Indonesiadi Banten padatanggal 30 Mei 2015

C. JURNAL/MAKALAH/TESIS/ DISERTAS

Alexander, Pengawasan Terhadap Notaris yang Rangkap Jabatan oleh Majelis Pengawas,
Tesis, Universitas Andalas, Padang, 2017.

Nasrizal, Peran Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi di Kabupaten Kebumen, Tesis,
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro,
Semarang, 2015.



D.

Titi Dianti Putri, Pembuatan Akta Koperasi Melalui Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta
Koperasi di Kota Padang, Tesis, Program Magister Kenotariatan Fakutas Hukum
Universitas Andalas, Padang, 2015.

Ali Marwan Hsb, Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (The review

of The Goverment Regulation in Lieu of Law), Jurnal Legilasi Indonesia, Medan,
2016.

INTERNET/WEBSITE

Utrecht, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Ichtrar, Jakarta, 1957, him 22-23, sebagaimana
yang dikutip oleh Sudiman Sidabuk ke dalam naskah penelitiannya yang berjudul
Kepastian Hukum Perolehan Hak Atas Tanah Bagi Investor di
http://repository.ubaya.ac.id/ diambil padatangga 22 Desember 2017.

http://www.spengetahuan.com/2015/03/pengertian-koperasi -menurut-para-ahli-

terlengkap.html diambil padatanggal 26 April 2018.
http://adhi esan22.bl ogspot.co.id/2013/02/pengganti -uu-kop-no25-tahun-1992.html  diambil
padatanggal 29 Me 2018.

https://www.di skup.kapuashul ukab.go.id/berita-acara-pembentukan-koperasi-2/,diambil
padatanggal 26 Juli 2018.

http://www.depkop.go.id/content/read/kemenkop-targetkan-1000-akta-perdirian-koperasi-

bagi-usaha-mikro, diambil padatangga 7 Agustus 2018.



